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UNIVERSITAS PAPUA

Visi

Visi UNIPA dua puluh tahun ke depan (2015-2035) adalah: “Pada tahun
2035 UNIPA menjadi perguruan tinggi riset yang mandiri, bermartabat, dan
berkarakter kewirausahaan, berbasis pertanian dan konservasi”.

Misi

1.  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat yang efisien, produktif, dan akuntabilitas untuk menghasilkan
lulusan yang mandiri, berintegritas, berdaya saing, dan mampu
menciptakan pasar kerja;

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis
potensi sumberdaya lokal Papua sebagai keunggulan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. Mengembangkan manajemen perguruan tinggi yang berkarakter keilmuan
dan kemanusiaan berbasis kewirausahaan dengan taat pada asas efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
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KATA PENGANTAR

Universitas Papua (UNIPA), sebelumnya bernama Universitas Negeri
Papua, didirikan di Manokwari berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 153 Tahun 2000, telah menunjukkan pertumbuhan yang
sangat pesat yang ditunjukkan dari pertambahan jumlah mahasiswa, fakultas
dan program studi.

UNIPA yang pada awalnya hanya mengelola satu fakultas dengan
empat Program Studi S1 dan tiga Program Studi SO, pada tahun 2005
telah menyelenggarakan proses pembelajaran pada 21 Program Studi S1
dan 10 Program Studi SO yang tersebar di enam fakultas. Saat ini, UNIPA
menyelenggarakan proses Pembelajaran pada 6 Program Studi S2, 32
Program Studi S1 dan 15 Program Studi SO yang tersebar pada 12 Fakultas
dan 1 Program Pascasarjana.

Guna mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan, UNIPA
senantiasa berupaya untuk menata sistem pendidikan dengan bertumpu
pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan penjaminan mutu. Demi menata ke
arah yang diharapkan, UNIPA telah merumuskan dasar-dasar filosofi, historis
dan politis yang menjadi visi, misi dan tujuan utamanya, kurikulum program
studi berbasis capaian pembelajaran, serta pengembangan perangkat keras
dan lunak yang mendukung keberadaan dan peran universitas dalam proses
pembinaan akademik dan kemahasiswaan yang terpadu, bermutu dan
berkelanjutan.

Dalam pembinaan akademik, UNIPA senantiasa berupaya untuk
meningkatkan pelayanan yang dikelola secara efektif dan efisien sehingga
mampu menghasilkan jasa pendidikan tinggi yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
Guna mewujudkan hal-hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Akademik
Universitas Papua. Peraturan akademik ini merupakan panduan sivitas
akademik untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas
Papua.
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Peraturan Akademik Universitas Papua ini disusun dan diterbitkan
berkat kerja keras para anggota Senat UNIPA, para Dekan/Wakil Dekan I/
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan para Dosen, Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, Biro Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan, Biro
Umum dan Keuangan serta kerjasama dari semua anggota tim penyusun.
Atas semua usaha yang telah berhasil dilakukan tersebut, saya sampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih.

AkhirnyasayaberharapagarPeraturan Akademikinidipakaiolehseluruh
Sivitas Akademik sebagai rujukan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan
Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien di Universitas Papua.
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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

NOMOR 01/UN42/P}/2017

Tentang

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

. a.

REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil
guna penyelenggaraan program pendidikan di UNIPA
perlu ditetapkan Peraturan Akademik;

bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu
diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155
Tahun 2014 tentang Perubahan Universitas Negeri
Papua menjadi Universitas Papua;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153
Tahun 2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pendirian
Universitas Negeri Papua;

Pro humanitate scientia 1
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Memperhatikan :
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Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 154
Tahun 2014 tentang Rumpun llmu Pengetahuan dan
Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Papua;

Peraturan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor
027/0/2003 tanggal 18 Maret 2003 tentang Statuta
Universitas Negeri Papua;

Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia
Nomor 39/M/KPT.KP/2016 Tanggal 13 Mei 2016, tentang
pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas
Papua.

Hasil Rapat Senat Universitas Papua tanggal 7 Juli 2017

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PAPUA

IImu untuk kemanusiaan
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

(1)  Universitas adalah Universitas Papua yang disingkat menjadi UNIPA.

(2)  Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas.

(3) Dekanadalah pimpinan tertingi suatu fakultas dilingkungan Universitas.

(4) Dosen adalah tenaga pengajar pada Universitas.

(5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas.

(6)  Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.

(7)  Fakultas adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu
bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan.

(8) Jurusan adalah bagian dari suatu fakultas yang bertanggung jawab
untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi.

(9)  Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam
satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau
pendidikan vokasi.

(10) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana
dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan
pengembangan cabang IlImu Pengetahuan dan Teknologi.

(11) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang
menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan
tertentu sampai program sarjana terapan.

(12) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program
sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan vyang
memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pro humanitate scientia 3
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(18)
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Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Capaian pembelajaran adalah internalisasi dan akumulasi ilmu
pengetahuan, keterampilan, sikap dan kompetensi yang dicapai
melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup satu bidang
ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam
melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen
yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab
individu pada bidang kerjanya.

Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen dan beban program pendidikan yang
dinyatakan dalam kredit.

Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan bobot suatu
mata kuliah secara kuantitatif.

Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan
yang dinyatakan dalam satuan waktu setengah tahunan vyang
diistilahkan dengan semester.

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif
selama 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester
(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran
waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu
per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk
pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha
mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
Bobot kredit adalah besarnya nilai mutu yang diberikan terhadap
setiap mata kuliah.

Beban studi adalah besar beban kegiatan yang harus dicapai dalam
satu semester yang dinyatakan dalam sejumlah SKS.

IImu untuk kemanusiaan
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(23) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi mata kuliah yang
direncanakan untuk ditempuh oleh mahasiswa pada setiap semester.

(24) Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) adalah kartu yang berisi mata
kuliah yang dibatalkan atau diubah dari KRS Mahasiswa pada semester
bersangkutan.

(25) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai setiap mata
kuliah, indeks prestasi (IP), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Total beban
SKS yang telah diambil dan Beban SKS maksimum yang boleh diambil
pada semester berikutnya.

(26) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa
menyelesaikan beban mata kuliah pada semester bersangkutan yang
dinyatakan dalam satuan indeks.

(27) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa
menyelesaikan sejumlah beban mata kuliah pada periode waktu
tertentu dinyatakan dalam satuan indeks.

(28) Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan
program studi dan perguruan tinggi.

(29) Standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional
Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB Il
PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi

(1)  Fungsi Pendidikan Tinggi adalah:
(a) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Pro humanitate scientia 5
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(b) Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif,
kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan
Tridharma, dan

(c) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Tujuan pendidikan tinggi adalah:

(a) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia
yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan yang maha Esa dan
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil,
kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

(b) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan
peningkatan daya saing bangsa.

(c) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar
bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban
dan kesejahteraan umat manusia.

(d) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran
dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3
Jenis Pendidikan Tinggi

UNIPA menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, pendidikan
vokasi dan pendidikan profesi.

Jenis dan Jumlah Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan
Pendidikan Profesi disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan
kebutuhan stakeholder.

IImu untuk kemanusiaan
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Pasal 4
Jenjang Pendidikan Tinggi

Jenjang pendidikan tinggi pada pendidikan akademik yang
diselenggarakan UNIPA adalah Program Doktor, Program Magister dan
Program Sarjana.

Jenjang pendidikan tinggi pada pendidikan vokasi yang diselenggarakan
UNIPA adalah program diploma empat, program diploma tiga dan
program diploma dua.

Jenjang pendidikan tinggi pada pendidikan profesi yang akan
diselenggarakan UNIPA ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB Il
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Satu
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 5
Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

Pola penerimaan mahasiswa baru UNIPA diselenggarakan melalui:

Seleksi Nasional, Seleksi Mandiri dan Kerja Sama.

Seleksi Nasional dilakukan UNIPA untuk program sarjana, melalui:

(a) Penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa,

(b) Ujian tertulis.

Seleksi mandiri dilakukan UNIPA untuk:

(a) Program sarjana dan program diploma melalui:
e Penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa yang disebut

Seleksi Siswa Andalan Masuk UNIPA disingkat SESAMA UNIPA.

e Ujian Tertulis.

(b) Program pascasarjana.

Pro humanitate scientia 7
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Seleksi penerimaan mahasiswa baru UNIPA melalui kerjasama dengan

Instansi Pemerintah dan Swasta, dengan ketentuan:

(a) Memiliki perjanjian kerjasama antara UNIPA dan instansi yang
bersangkutan.

(b) Memiliki surat ijin belajar atau surat tugas belajar dari atasan
instansi yang bersangkutan dan dua surat rekomendasi.

(c) Memenuhi batas umur, nilai rata-rata SMA/SMK, IPK dan
persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh program studi yang
dituju sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mahasiswa baru yang diterima UNIPA ditetapkan dengan Surat

Keputusan Rektor.

Pasal 6
Waktu Penerimaan Mahasiswa Baru

UNIPA menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru
sebelum awal tahun ajaran, untuk memulai perkuliahan pada semester
Gasal (bulan Agustus), dimana:

(a) Waktu penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional
mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi
nasional secara serentak.

(b) Waktu penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri
diselenggarakan setelah pengumuman hasil seleksi nasional.

(c) Waktu penerimaan mahasiswa baru melalui kerjasama ditetapkan
dalam Surat Keputusan Rektor.

UNIPA dapat menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru untuk

memulai perkuliahan pada Semester Genap (bulan Februari), jika

diperlukan.

Syarat dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana

dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

IImu untuk kemanusiaan
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Pasal 7
Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru

(1)  Persyaratan calon mahasiswa program Sarjana dan Diploma UNIPA
sebagai berikut:

(a) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memenuhi
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ljasah SMA/SMK, tiga
tahun terakhir serta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan
pada program studi yang diminati.

(c) Sehatjasmanidanrohaniyangdibuktikan dengan SuratKeterangan
Dokter Pemerintah dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.

(d) Program studi dapat menambah persyaratan penerimaan
mahasiswa baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan
minimal yang dibutuhkan.

(e) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

(2)  Persyaratan calon mahasiswa program Pascasarjana UNIPA sebagai
berikut:

(a) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memenuhi
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ljasah program sarjana,
sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada program studi
yang diminati.

(c) Sehatjasmanidanrohaniyangdibuktikan dengan SuratKeterangan
Dokter Pemerintah dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.

(d) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor

(3)  Persyaratan mahasiswa baru UNIPA sebagai berikut:

(a) Lulus seleksi salah satu pola penerimaan mahasiswa baru UNIPA.

(b) Mendaftar ulang.

(c) Membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

(d) Mengisi kartu rencana studi (KRS).

Pro humanitate scientia 9
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Bagian Dua
Perpindahan Mahasiswa

Pasal 8
Pengertian Perpindahan Mahasiswa

Mahasiswa UNIPA dapat pindah dari satu program studi ke program
studi lainnya dalam satu fakultas atau antar fakultas di lingkungan
UNIPA, atau antar perguruan tinggi pada jenjang pendidikan yang
sama.

Perpindahan mahasiswa sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 (satu)
hanya dapat dilakukan satu kali selama menjadi mahasiswa UNIPA.

Pasal 9
Perpindahan Mahasiswa dalam Fakultas

Mahasiswa UNIPA dapat pindah dari satu program studi ke program

studi lainnya dalam satu fakultas di lingkungan UNIPA.

Perpindahan mahasiswa sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 (satu)

hanya diperbolehkan jika:

(a) Mempunyai latar belakang pendidikan yang bersesuaian dengan
program studi yang dituju.

(b) Berasal dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau sama
dengan program studi yang dituju.

Waktu perpindahan mahasiswa sebagaimana dinyatakan pada ayat 1

(satu) hanya diperbolehkan setelah semester kedua dan hanya dapat

dilakukan sebelum perkuliahan semester gasal.

Perpindahan mahasiswa sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 (satu)

hanya diperbolehkan melalui proses akreditasi oleh program studi

yang dituju.

Persyaratan lainnya untuk penerimaan mahasiswa antar program studi

dalam satu fakultas ditetapkan masing-masing fakultas.

IImu untuk kemanusiaan
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(6) Ketentuan dan tatacara penerimaan mahasiswa pindahan dalam satu
fakultas diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

(7)  Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur pindahan dalam satu
fakultas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10
Perpindahan Mahasiswa antar Fakultas

(1) Mahasiswa UNIPA dapat pindah dari satu program studi ke program
studi lainnya antar fakultas di lingkungan UNIPA.

(2)  Perpindahan mahasiswa sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 (satu)
hanya diperbolehkan jika:

(a) Mempunyai latar belakang pendidikan yang bersesuaian dengan
program studi yang dituju.

(b) Berasal dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau sama
dengan program studi yang dituju.

(3) Waktu perpindahan mahasiswa sebagaimana dinyatakan pada ayat 1
(satu) hanya diperbolehkan setelah semester kedua dan hanya dapat
dilakukan sebelum perkuliahan semester gasal.

(4) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 (satu)
hanya diperbolehkan melalui proses akreditasi oleh program studi
yang dituju.

(5) Persyaratan lainnya untuk penerimaan mahasiswa antar fakultas
ditetapkan masing-masing fakultas.

(6) Ketentuan dan tatacara penerimaan mahasiswa pindahan antar
fakultas diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

(7)  Penerimaan mahasiswa baru jalur pindahan antar fakultas ditetapkan
melalui Surat Keputusan Rektor.
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Pasal 11
Perpindahan Mahasiswa antar Universitas

Perpindahan mahasiswa antar universitas adalah perpindahan
mahasiswa dari universitas lain ke UNIPA dan perpindahan mahasiswa
UNIPA ke universitas/perguruan tinggi lain.

UNIPA dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi
lainnya, dengan akreditasi program studi minimal B.

Mahasiswa pindahan yang diterima di UNIPA harus berasal dari
program studi yang sama atau sejenis dengan program studi yang
dituju di UNIPA.

Ketentuan dan tatacara penerimaan mahasiswa pindahan dari
perguruan tinggilain dan perpindahan mahasiswa UNIPA ke universitas/
perguruan tinggi lain diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Tiga
Alih Jenjang Mahasiswa

Pasal 12
Pengertian dan Tujuan Alih Jenjang

Alih jenjang adalah peningkatan jenjang mahasiswa pada setiap
program pendidikan, khususnya program akademik dan program
vokasi.

Alih jenjang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada
mahasiswa yang berada pada jenjang pendidikan yang sama untuk
melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 13
Alih Jenjang Mahasiswa Program Vokasi

Alih jenjang mahasiswa program vokasi adalah peningkatan pendidikan
dari jenjang yang sedang ditekuni ke jenjang yang lebih tinggi.
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(2)  Alih jenjang program vokasi bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada mahasiswa program vokasi yang mampu untuk beralih ke
jenjang program vokasi yang lebih tinggi.

(3) Ketentuan dan tata cara alih jenjang mahasiswa program vokasi diatur
lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 14
Alih Jenjang Mahasiswa Program Akademik

(1)  Alih jenjang mahasiswa program akademik adalah peningkatan
pendidikan jenjang yang lebih tinggi dari jenjang yang sedang ditekuni
ke jenjang yang lebih tinggi.

(2)  Alih jenjang program akademik bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa program akademik yang mampu untuk
beralih ke jenjang strata pendidikan yang lebih tinggi.

(3) Ketentuan dan tatacara alih jenjang mahasiswa program akademik
diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 15
Penyelenggaraan Kurikulum

(1)  UNIPA menyelenggarakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)  Berdasarkan ayat 1 (satu), maka UNIPA menyelenggarakan:
(@) Kurikulum Berbasis Kompetensi dan
(b) Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran yang merujuk pada
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan disesuaikan
dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)  Kurikulum yang diselenggarakan oleh suatu program studi ditetapkan
melalui Surat Keputusan Rektor, setelah mendapat persetujuan Senat
Universitas.
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Pasal 16
Struktur Kurikulum

(1)  Kurikulum memuat Kode Mata Kuliah, Nama Mata kuliah, Bobot SKS
dan pengelompokan mata kuliah, yang penyebarannya pada setiap
semester.

(2) Kode mata kuliah, sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, terdiri atas 8
(tujuh) digit dengan rincian:

(a) Digit pertama menyatakan versi kurikulum.

(b) Digit kedua menunjukkan strata pendidikan yang merujuk pada
level KKNI.

(c) Digit ketiga dan keempat menyatakan kode program studi di
lingkungan UNIPA.

(d) Digit kelima menyatakan semester penyelenggaraan mata kuliah.

(e) Digit keenam dan ketujuh menyatakan nomor urutan mata kuliah
pada setiap semester.

(f) Digit kedelapan menyatakan sifat mata kuliah, dimana mata kuliah
wajib adalah W dan Matakuliah pilihan adalah P.

(3) Pengelompokkan mata kuliah berdasarkan kurikulum berbasis

kompetensi adalah:

(a) Mata kuliah kompetensi utama

(b) Mata kuliah kompetensi pendukung
(c) Mata kuliah kompetensi lainnya

(4)  Pengelompokkan mata kuliah berdasarkan kurikulum berbasis capaian
pembelajaran yang merujuk pada KKNI yang disesuaikan dengan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

(a) Mata kuliah wajib
(b) Mata kuliah pilihan

(5) Mata kuliah wajib pada kurikulum berdasarkan berbasis capaian
pembelajaran yang merujuk pada KKNI yang disesuaikan dengan
standar nasional pendidikan tinggi adalah:
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(a) Mata kuliah yang diselenggarakan oleh universitas (wajib
universitas)

(b) Mata kuliah yang diselengarakan oleh fakultas (wajib fakultas)

(c) Mata kuliah yang diselengarakan oleh program studi (wajib
program studi), yang terdiri dari mata kuliah dasar keahlian dan
mata kuliah keahlian.

BAB V
SISTEM PERKULIAHAN

Bagian Satu
Sistem Kredit Semester

Pasal 17
Tujuan Sistem Kredit Semester

(1) Tujuan umum penerapan sistem kredit semester adalah:

(a) Mengembangkan pembelajaran yang bersifat fleksibel dan
demokratis, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran,
kualitas lulusan dan efisiensi penyelenggaraan program
pendidikan.

(b) Memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan
sesuai dengan kemampuan akademik.

(2)  Tujuan khusus sistem kredit adalah:

(a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat
menyelesaikan studi tepat waktu.

(b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil
mata kuliah yang sesuai dengan prestasi akademiknya.

(c) Memungkinkan penyesuaian kurikulum program studi dengan
perkembangan ilmu dan teknologi.

(d) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dan pengalihan (transfer)
kredit antara program Studi/Jurusan/Fakultas di lingkungan UNIPA
ataupun antar Perguruan Tinggi.
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Bagian Dua
Satuan Kredit Semester

Pasal 18
Bobot Satuan Kredit Semester

1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau

tutorial terdiri atas:

(a) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per
semester;

(b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per
minggu per semester; dan

(c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar, atau bentuk

lain yang sejenis, terdiri atas:

(a) Kegiatantatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
dan

(b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik

studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis,

170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Tiga
Beban Belajar Mahasiswa

Pasal 19
Pengertian Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar normal mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau
48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan
belas) SKS per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau
54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh)
SKS per semester.

IImu untuk kemanusiaan



(2)
(3)

(1)

(2)

PO

Peraturan flkademik Universitas Papua

LorstS

o
N
2\
2
\

Besarnya beban belajar mahasiswa dalam satu semester ditentukan
berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
Indeks Prestasi (IP) mahasiswa dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:

iKiNi

P=—

dimana:

K =Bobot SKS mata kuliah ke i (i =1 s/d n)

N, = Nilai mutu yang diperoleh untuk mata kuliah ke i (i =1 s/d n)
n =Jumlah mata kuliah yang ditempuh

Pasal 20
Penetapan Beban Belajar dalam Satu Semester

Besarnya beban belajar bagi mahasiswa pada semester pertama dan
kedua disesuaikan dengan beban SKS pada semester bersangkutan
yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dan diprogramkan
secara paket.

Beban studi pada semester ketiga dan seterusnya, ditetapkan
berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya sesuai
ketentuan berikut:

Indeks Prestasi Semester Beban Studi Maksimum
(1PS) Semester Berikut
0,00-0,99 16 SKS
1,00-1,49 17 SKS
1,50-1,99 18 SKS
2,00-2,49 19 SKS
2,50-2,99 20 SKS
3,00-3,49 22 SKS
3,50 -4,00 24 SKS
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Beban studi mahasiswa pindahan ditetapkan berdasarkan IPK mata
kuliah yang diakui program studi penerima.

Bagian Empat
Masa Studi Mahasiswa

Pasal 21

Masa studi mahasiswa program diploma dua paling lama 3 (tiga) tahun
akademik.

Masa studi mahasiswa program diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun
akademik.

Masa studi mahasiswa program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun
akademik.

Masa studi mahasiswa program magister paling lama 4 (empat) tahun
akademik.

Masa studi mahasiswa program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun
akademik.

Masa studi mahasiswa program profesi paling lama 3 (tiga) tahun
akademik.

Masa studi mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih jenjang,
ditetapkan melalui proses akreditasi oleh program studi dan ditetapkan
dalam SK Rektor, dengan menggunakan rumus:

D TSL-TSD
Ms=-%4=

D TSL-TSM
dimana:
MS = Masa studi dalam satuan semester.
TSL = Total SKSyang dibutuhkan untuk lulus program studi penerima.
TSD = Total SKS yang diakui program studi penerima, hasil akreditasi.
TSM = Total Masa studi pada program studi penerima.
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Bagian Lima
Pendaftaran Ulang Mahasiswa

Pasal 22

Pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan pada setiap awal semester
sesuai dengan kalender akademik universitas yang ditetapkan Rektor.
Pendaftaran ulang mahasiswa terdiri dari:
(a) Pendaftaran administrasi.
(b) Pendaftaran akademik.
Pelaksanaan pendaftaran administrasi untuk:
(a) Mahasiswa baru melakukan pendaftaran ulang di BPAK, yang
meliputi:
e Pembayaran SPP
e Pengisian Biodata
e Penerimaan bukti pendaftaran
e Penerimaan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
(b) Mahasiswa lama melakukan pendaftaran ulang secara online
melalui pembayaran SPP di ATM Bank yang ditetapkan.
Tata cara pelaksanaan pendaftaran akademik:
(a) Mahasiswa baru:
e Menyusun KRS dengan berpedoman pada kurikulum program
studi.
e KRS membutuhkan persetujuan Ketua Program studi.
e KRS dibuat rangkap 3 (tiga), untuk program studi, sub-bagian
akademik dan mahasiswa yang bersangkutan.
(b) Mahasiswa lama:
e Mahasiswa mencetak KHS secara online.
e Mahasiswa menyusun KRS dengan berpedoman pada
kurikulum program studi, jadwal perkuliahan, IP semester
sebelumnya dan persetujuan dosen penasihat akademik.
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¢ Mahasiswa memastikan bahwa dosen penasehat akademik
telah menyetujui KRS yang disusun secara online.

e KRS dicetak rangkap 4 (empat) yang diberikan kepada program
studi, sub-bagian akademik, dosen penasihat akademik dan
mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Enam
Kontrak Mata Kuliah

Pasal 23

(1) Kontrak mata kuliah adalah rancangan perkuliahan selama satu
semester yang disusun oleh mahasiswa dan mendapat persetujuan
dosen penasihat akademik.

(2) Kontrak mata kuliah dilakukan dalam bentuk penyusunan KRS dan/
atau KPRS, jika diperlukan.

(3) Dalam hal mata kuliah yang akan dikontrak memiliki mata kuliah
prasyarat, maka mata kuliah prasyarat tersebut harus telah lulus.

(4)  Mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa terdiri dari:

(a) Mata kuliah baru.
(b) Mata kuliah yang diulang.

(5) Mata kuliah baru adalah mata kuliah yang belum pernah dikontrak
sebelumnya.

(6)  Mata kuliah yang diulang adalah mata kuliah yang pernah dikontrak
sebelumnya.

(7)  Mata kuliah yang dikontrak ulang jika nilai akhir yang peroleh:

(a) Nilai E, wajib dikontrak ulang.

(b) Nilai D, dapat dikontrak ulang jika belum memenuhi standar
minimal kelulusan.

(c) Nilai C, dapat dikontrak ulang mahasiswa untuk meningkatkan
indeks prestasi.
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Mahasiswa yang mengkontrak ulang suatu mata kuliah, maka nilai yang
digunakan untuk perhitungan indeks prestasi adalah nilai terbaru.

Bagian Tujuh
Proses Pembelajaran

Pasal 24
Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh
capaian pembelajaran lulusan.

Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

(a) Karakteristik proses pembelajaran;

(b) Perencanaan proses pembelajaran;

(c) Pelaksanaan proses pembelajaran; dan

(d) Beban belajar mahasiswa.

Pasal 25
Rencana Pembelajaran Semester

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah

dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).

RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi dalam program studi.

RPS paling sedikit memuat:

(a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS,
nama dosen pengampu;

(b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.

(c) kemampuan akhir vyang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
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(d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

(e) metode pembelajaran;

(f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap
tahap pembelajaran;

(g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi
tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

(h) kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan

(i) daftar referensi yang digunakan.

RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 26
Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi
antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar
tertentu.

Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib
mengacu pada Standar Nasional Penelitian.

Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada
masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional
Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara
sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan
beban belajar yang terukur.

Metode pembelajaran yang efektif dapat dipilih untuk pelaksanaan
pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi,
studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,
pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau
metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
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Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari
beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Pasal 27
Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dapat berupa:

(a) Kuliah,

(b) Responsi dan/atau tutorial,

(c) Praktikum,

(d) Seminar,

(e) Praktik kerja,

(f) KKN, dan

(g) Penelitian.

Kuliah adalah proses pembelajaran dalam bentuk tatap muka antara
dosen dan mahasiswa, yang dilakukan dengan menggunakan berbagai
pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik dan model pembelajaran,
yang memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada siswa,
yang dilaksanakan sesuai dengan RPS.

Responsi dan/atau tutorial adalah program bantuan atau bimbingan
belajar yang diselenggarakan oleh dosen dengan tujuan untuk
meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan,
yang diselenggarakan oleh dosen pengasuh atau oleh mahasiswa
senior.

Praktikum adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan dalam
bentuk:

(a) Praktik laboratorium,

(b) Praktik studio,

(c) Praktik bengkel,

(d) Praktik lapang
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Seminar adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh
mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dalam bentuk
presentasi, tanya-jawab, diskusi, saran dan rekomendasi tentang suatu
permasalahan tertentu secara ilmiah.

Praktik kerja merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan
dosen dan supervisor, guru pamong atau sebutan lain untuk
pembimbing lapangan dalam bentuk magang, praktik kerja lapang,
praktik pengenalan lapangan, program latihan profesi, atau sebutan
lainnya, dalam rangka meningkatkan keterampilan dan penguasaan
ilmu pengetahuan.

KKN merupakan salah satu bentuk pembelajaran pengabdian kepada
masyarakat oleh mahasiswa program sarjana di bawah bimbingan
dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen
dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta
meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
Bentuk pembelajaran penelitian, perancangan, atau pengembangan
wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program diploma empat, program
sarjana, program profesi, program magister dan program doktor.
Bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat wajib
dilaksanakan oleh mahasiswa program diploma empat, program
sarjana, program profesi dan spesialis.

Pasal 28
Kuliah Kerja Nyata (KKN)

KKN diselenggarakan oleh LPPM sebagai Koordinator, melalui
koordinasi dengan Fakultas.

KKN diselenggarakan dalam dua pola, yaitu KKN reguler dan KKN
tematik.
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(3)  KKN reguler merupakan KKN yang tidak berbasis pada latar belakang
bidang ilmu/fakultas tertentu.

(4) KKN diselenggarakan dalam pola KKN Tematik, yaitu KKN yang berbasis
problem solving untuk pemecahan masalah dengan tema tertentu
sehingga kegiatan mahasiswa terfokus dan berbasis kompetensi guna
mencapai target tertentu.

(5) Bobot kredit yang dibebankan untuk KKN adalah 4 SKS atau setara
10.880 menit, dengan perincian:

(@) Kuliah pembekalan selama 960 menit atau setara 2 hari untuk 8
jam per hari.
(b) Kegiatan lapangan selama 8.480 menit atau setara 48 hari untuk
3 jam efektif per hari.
(c) Penyusunan laporan selama 1.440 menit atau setara 6 hari untuk
4 jam per hari
(6) Mahasiswa yang berhak memprogramkan KKN adalah:
(a) Minimal telah lulus 110 SKS.
(b) IPK minimal 2,00.
(7) Dosen pembimbing KKN bertugas untuk:
(a) Mendampingi mahasiswa dalam menyusun rencana KKN.
(b) Memonitor dan mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan
KKN di lapangan.
(c) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi mahasiswa
dalam pelaksanaan KKN.
(d) Membimbing mahasiswa dalam penyusunan laporan KKN.
(e) Memberikan nilai kepada mahasiswa berdasarkan aktivitas
lapangan dan laporan KKN.

(8)  Penilaian KKN dilakukan dengan menggunakan pedoman penilaian
yang ditetapkan oleh LPPM.

(9) Pedoman/panduan pelaksanaan KKN ditetapkan dalam Surat
Keputusan Rektor.
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Pasal 29
Praktik Kerja

(1)  Praktik kerja diselenggarakan oleh fakultas dengan berkoordinasi
dengan program studi.

(2) Bobot kredit yang dibebankan untuk praktik kerja bagi mahasiswa
program sarjana adalah 3 - 4 SKS atau setara 8.160 - 10.880 menit,
dengan perincian:

(a) Kuliah pembekalan selama 960 menit, atau setara 2 hari untuk 8
jam per hari.

(b) Kegiatan lapangan selama 5.760 - 8.480 menit, atau setara 36 - 47
hari untuk 3 jam per hari.

(c) Penulisan Laporan selama 1.440 menit, atau setara 6 hari untuk 4
jam per hari.

(3) Bobot kredit yang dibebankan untuk praktik kerja bagi mahasiswa
program diploma adalah 6 - 8 SKS atau setara 16.320 - 21.760 menit,
dengan perincian:

(a) Kuliah pembekalan selama 960 menit, atau setara 2 hari untuk 8
jam per hari.

(b) Kegiatan lapangan selama 13.920 - 19.360 menit, atau setara 77 -
108 hari untuk 3 jam per hari.

(c) Penulisan Laporan selama 1.440 menit, atau setara 6 hari untuk 4
jam per hari.

(4) Pedoman/panduan pelaksanaan praktik kerja, termasuk penilaian
ditetapkan oleh masing-masing fakultas.
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Bagian Delapan
Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal 30
Sistem Penilaian

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi aspek kognitif, afektif dan
psikomotorik.

(2) Penilaian Hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala melalui
ujian, pelaksanaan tugas terstruktur dan penilaian lainnya.

(3) Ujian (teori dan praktikum) diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah
semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), yang dilaksanakan
secara terjadwal sesuai kalender akademik.

(4) UTS dan UAS dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Dekan.

(5) Ketentuan pelaksanaan UTS dan UAS sebagai berikut:

(a) UTS dan UAS suatu mata kuliah hanya dilaksanakan satu kali dan
tidak dibenarkan untuk melakukan ujian ulangan.

(b) Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau UAS suatu mata kuliah
karena alasan tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya
secara sah, dapat mengikuti ujian susulan apabila memperoleh
ijin tertulis dari Dekan.

(c) Mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS suatu mata kuliah
apabila telah mengikuti kegiatan kuliah minimal 75% dari jumlah
waktu kuliah yang diselenggarakan dalam satu semester.

(d) Suatu mata kuliah hanya dapat melaksanakan UTS dan UAS
apabila telah diselenggarakan kegiatan perkuliahan minimal 75%
dari jumlah kegiatan perkuliahan yang telah dijadwalkan.

(e) Apabila suatu mata kuliah belum memenuhi syarat sebagaimana
pada butir (d), maka dosen mata kuliah bersangkutan wajib
memberikan perkuliahan tambahan sampai mencapai syarat
minimum tersebut untuk selanjutnya dilakukan ujian akhir
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semester susulan yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua
Program Studi.

(f) Penundaan pelaksanaan ujian susulan selama-lamanya 1 minggu
dari jadwal pelaksanaan ujian akhir semester sesuai kalender
akademik.

Tugas terstruktur adalah tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa

untuk dikerjakan dalam suatu kurun waktu tertentu yang bertujuan

untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran.

Tugas terstruktur dikerjakan dalam bentuk lembar kegiatan mahasiswa,

tugas individu, tugas kelompok, penyusunan makalah, laporan dan

bentuk tugas lainnya.

Bentuk penilaian lainnya dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan,

ujian harian (quis), diskusi kelas dan keaktifan.

Pasal 31
Instrumen Penilaian Hasil Belajar

Instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa adalah suatu alat untuk
mengadakan penilaian dalam bentuk suatu tugas atau serangkaian
tugas yang harus dikerjakan oleh seorang mahasiswa atau sekelompok
mahasiswa guna menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi
belajar yang bersangkutan.

Instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa untuk satu mata kuliah
dilakukan berupa:

(a) Instrumen tes, dan

(b) Instrumen non-tes

Instrumen tes yang dapat digunakan untuk penilaian hasil belajar
mahasiswa dalam bentuk:

(a) Ujian dikotomi betul salah

(b) Ujian politomi betul salah

(c) Uijian pilihan baik buruk
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Instrumen non tes yang digunakan untuk penilaian hasil belajar
mahasiswa dalam bentuk:

(a) Kuesioner

(b) Pedoman wawancara

(c) Pedoman observasi

Instrumen penilaian yang digunakan dosen, sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 (dua), harus valid dan reliabel yang dilengkapi dengan
kunci jawaban, pedoman penilaian dan/atau rubrik.

Pasal 32
Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar mahasiswa untuk satu mata kuliah dinyatakan
dalam bentuk Nilai Akhir.

Nilai akhir adalah nilai yang diperoleh mahasiswa untuk semua mata
kuliah yang ada dalam KRS dan dicantumkan dalam kartu hasil studi.
Nilai Akhir untuk suatu mata kuliah tersusun dari 3 (tiga) komponen,
yaitu:

(a) Nilai ujian,

(b) Nilai tugas terstruktur, dan

(c) Nilai penilaian lainnya.

Persentase masing-masing komponen penyusun nilai akhir suatu mata
kuliah adalah:

(@) Nilai ujian: 20% - 60%.

(b) Nilai tugas terstruktur: 20% - 40%.

(c) Nilai penilaian lainnya: 10% - 20%.

Nilai Akhir mahasiswa dikonversi ke dalam bentuk Grade dengan
menggunakan Pola Acuan Patokan (PAP) atau Pola Acuan Normal
(PAN), dengan menggunakan ketentuan:
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SN

Nilai Angka Nilai Angka PAN Nilai Huruf | Nilai Mutu

PAP

> 80 (L+2,00) <NA A 4.00
77-179 (u+1,70)<NA<(L+2,00) A- 3.67
74-176 (u+1,40)<NA<(u+1,70) B+ 3.33
70-73 (W+1,00)<NA<(u+1,40) B 3.00
67— 69 (W+0,70)<NA<(u+1,00) B- 2.67
64 — 66 (u+0,40)<NA<(L+0,70) C+ 2.33
60 — 63 (u-1,00) <NA<(u+0,40) C 2.00
40 -59 (L-2,00)<NA<(u-1,00) D 1.00

<40 NA < (u- 2,0 o) E 0.00

(6)  PAP digunakan apabila jumlah peserta kuliah (rombongan belajar)
kurang dari 30 orang mahasiswa.

(7)  PAN digunakan apabila jumlah peserta kuliah (rombongan belajar)
lebih atau sama dengan 30 orang mahasiswa.

Bagian Sembilan
Karya Tulis limiah

Pasal 33
Pengertian dan Bentuk Karya Tulis limiah

(1)  Karya tulisilmiah adalah laporan dalam bentuk tertulis yang berisi hasil
penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah
bimbingan dosen, dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang
dikukuhkan dan ditaati masyarakat keilmuan.

(2)  Bentuk karya tulis ilmiah yang dimaksudkan pada ayat 1 (satu ) adalah:
(a) Tugas Akhir untuk mahasiswa Program Diploma
(b) Skripsi untuk mahasiswa Program Sarjana
(c) Tesis untuk mahasiswa Program Magister
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(d) Tugas Akhir untuk Program Profesi
(e) Disertasi untuk mahasiswa Program Doktor

Pasal 34
Bobot Karya Tulis limiah

(1) Bobot kredit yang dibebankan untuk disertasi adalah 14 SKS, yang

terdiri atas:
(a) Kegiatan konsultasi dengan promotor selama 1.000 menit;
(b) Kegiatan penelitian selama 25.630 menit;
(c) Kegiatan pengolahan data selama 5.000 menit;
(d) Kegiatan penulisan disertasi selama 6.000 menit;
(e) Kegiatan seminar selama 210 menit;
(f) Kegiatan ujian tertutup selama 120 menit; dan
(g) Kegiatan ujian terbuka selama 120 menit

(2) Bobot kredit yang dibebankan untuk tesis adalah 6 SKS atau setara
dengan 16.320 menit, yang terdiri atas:
(a) Kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing selama 800 menit;
(b) Kegiatan penelitian selama 21.610 menit;
(c) Kegiatan pengolahan data selama 4.800 menit;
(d) Kegiatan penulisan tesis selama 5.100 menit;
(e) Kegiatan seminar selama 210 menit; dan
(f) Kegiatan ujian tesis selama 120 menit.

(3) Bobot kredit yang dibebankan untuk skripsi adalah 6 SKS atau setara
dengan 16.320 menit, yang terdiri dari:
(a) Kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing selama 400 menit;
(b) Kegiatan penulisan usulan penelitian selama 1.920 menit;
(c) Kegiatan penelitian selama 7.430 menit;
(d) Kegiatan pengolahan data selama 2.400 menit;
(e) Kegiatan penulisan skripsi selama 3.840 menit;
(f) Kegiatan seminar selama 210 menit; dan
(g) Kegiatan ujian komprehensif selama 120 menit.
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(4) Bobot kredit yang dibebankan untuk tugas akhir adalah 4 SKS, yang
terdiri atas:
(a) Kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing 300 menit;
(b) Kegiatan pengkajian dan pengolahan data selama 8.340 menit;
(c) Kegiatan penulisan tugas akhir 3.000 menit;
(d) Kegiatan seminar 120 menit; dan
(e) Kegiatan ujian tugas akhir 120 menit.

Pasal 35
Penunjukan Dosen Pembimbing Karya limiah

(1) Mahasiswa memperoleh dosen pembimbing dan mengontrak mata
kuliah karya ilmiah jika:
(a) Terdaftar sebagai mahasiswa.
(b) Telah lulus mata kuliah minimal:
e 54 SKS untuk program diploma dua
e 90 SKS untuk program diploma tiga
e 120 SKS untuk program sarjana/program diploma empat
e 18 SKS untuk program profesi
e 28 SKS untuk program magister
e 34 SKS untuk program doktor
(c) Minimal IPK 2,00.
(d) Mengontrak semua mata kuliah yang belum lulus pada semester
tersebut
(e) Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian, atau yang sejenis.
(2) Dosen pembimbing karya tulis ilmiah harus memenuhi jabatan
akademik dan kualifikasi pendidikan.
(3) Prosedur dan tata cara penunjukkan dosen pembimbing ditetapkan
dalam Surat Keputusan Dekan/Direktur.
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Bagian Sepuluh
Ujian Akhir Studi

Pasal 36
Ketentuan Ujian Akhir Studi

(1) Mahasiswa wajib mengikuti ujian akhir studi dalam rangka
menyelesaikan rangkaian kegiatan akademiknya pada suatu program
studi.

(2)  Ujian akhir studi merupakan ujian dalam rangka mempertahankan
karya ilmiah dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

(3) Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir studi, apabila telah memenuhi
syarat:

(a) Mempunyai IPK minimal 2,00.

(b) Tidak memiliki nilai E.

() Memiliki nilai D tidak lebih dari yang dipersyaratkan, tidak
termasuk mata kuliah yang disyaratkan lulus C.

(d) Lulus seminar hasil penelitian/pengkajian.

(4)  Prosedur dan tata cara ujian akhir studi berpedoman pada Pedoman/
Panduan Ujian Akhir Studi masing-masing fakultas/program yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.

Bagian Sebelas
Cuti Akademik

Pasal 37
Pengertian Cuti Akademik

(1)  Cuti akademik adalah ijin yang diberikan kepada seorang mahasiswa
untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester.

(2) Berdasarkan pengertian pada ayat 1 (satu), maka masa cuti akademik
tidak diperhitungkan pada lama masa studi mahasiswa.
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Pasal 38
Ketentuan dan Persyaratan Cuti Akademik

Cuti Akademik hanya dapat diberikan sebelum semester berjalan
dimulai dan selambat-lambatnya pada waktu pengisian KPRS, kecuali
untuk beberapa alasan tertentu.

Cuti akademik hanya dapat dilakukan maksimal dua kali selama masa
studi.

Mahasiswa baru (semester | dan Il) tidak diperkenankan mengambil
cuti akademik dengan alasan apapun kecuali bila terjadi hal-hal di luar
kendali manusia.

Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik setelah membayar SPP,
tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menjalani kegiatan akademik
pada semester bersangkutan, maka SPP-nya tidak dapat ditarik kembali
dan tidak dapat dialihkan ke semester berikutnya.

Pasal 39
Prosedur Cuti Akademik

Prosedur cuti akademik sebagai berikut:

(a) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik
untuk mengemukakan alasan cuti akademik.

(b) Mahasiswa mengajukan surat cuti akademik yang ditujukan
kepada ketua jurusan/wakil direktur bidang akademik dan
kemahasiswaan atas persetujuan dosen penasihat akademik.

(c) Ketualurusan menerbitkan surat cuti akademik dengan tembusan
kepada dekan, BPAK, program studi, subbagian akademik fakultas
dan dosen penasehat akademik.

(d) Ketua Jurusan mengubah status mahasiswa dari aktif ke cuti
akademik secara online pada portal simunipa.unipa.ac.id
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Prosedur pencabutan cuti akademik sebagai berikut:

(a) Mahasiswa mengajukan surat pencabutan cuti akademik kepada
ketua jurusan/wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan
atas persetujuan dosen penasihat akademik.

(b) Ketua jurusan menerbitkan surat pencabutan cuti akademik,
dengan tembusan ke dekan, BPAK, program studi, Subbagian
akademik fakultas dan dosen penasikat akademik.

(c) Ketua Jurusan mengubah status mahasiswa dari cuti akademik ke
aktif secara online pada portal simunipa.unipa.ac.id

BAB VI
EVALUASI PERKULIAHAN

Pasal 40
Pengertian Evaluasi Perkuliahan

Evaluasi perkuliahan diselenggarakan dalam dua kegiatan:

(a) Evaluasi keberhasilan studi dan

(b) Evaluasi penyelesaian studi.

Evaluasi perkuliahan dilaksanakan pada setiap akhir semester secara
berjenjang mulai dari program studi, fakultas dan universitas, dalam
bentuk rapat dosen yang dipimpin oleh pimpinan pada masing-masing
unit.

Pasal 41
Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi diselenggarakan universitas paling lambat
2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester.

Hasil evaluasi keberhasilan studi berupa:

(a) Mahasiswa dinyatakan berhasil

(b) Mahasiswa dinyatakan tidak berhasil
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Seorang mahasiswa dinyatakan tidak berhasil, apabila:

(a) Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal, atau

(b) Tidak memenuhi persyaratan jumlah SKS minimal, atau

(c) Telah melampaui batas lama waktu studi, atau

(d) Tidak aktif selama 2 (dua) semester secara berturut-turut.

IPK minimal agar dinyatakan berhasil pada saat evaluasi keberhasilan
studi adalah:

(a) 2,00 bagi program vokasi dan program sarjana,

(b) 3,00 bagi program profesi, program magister dan program doktor.
Jumlah SKS minimal pada kurun waktu tertentu agar dinyatakan
berhasil pada saat evaluasi keberhasilan studi adalah:

Jumlah Minimal SKS Dikontrak
Semester

D2 D3 S1/D4 Profesi S2 S3

2 36 27 24 12 12 7
4 72 54 48 24 24 14
6 & 81 72 u 36 21
8 108 96 * 28
10 & 120 35
12 144 42

14 @ i

Keterangan: * = SKS yang wajib diselesaikan sesuai kurikulum masing-masing
program studi.

(6)

36

Mahasiswa yang dinyatakan tidak berhasil harus dibatalkan status
kemahasiswaannya, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
atas usul dekan/direktur.

Mahasiswa yang dinyatakan tidak berhasil dan telah dibatalkan
status kemahasiswaannya dapat diberikan surat keterangan dan data
akademik selama mengikuti perkuliahan di UNIPA.
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Pasal 42
Evaluasi Penyelesaian Studi

(1)  Evaluasi penyelesaian studi atau yang disebut Yudisium merupakan
evaluasi yang diselenggarakan oleh dekan/direktur pada setiap
semester sebelum pelaksanaan wisuda.

(2)  Mahasiswa program vokasi dan program sarjana dinyatakan lulus
yudisium apabila telah memenuhi persyaratan:

(a) Telah menyelesaikan seluruh beban SKS pada program studi
dengan IPK minimal 2,00,

(b) Tanpa nilai E,

(c) Nilai D maksimal 15 SKS,

(d) Semua nilai mata kuliah yang dipersyaratkan program studi
minimal C, dan

(e) Telah memperbanyak dan mendistribusikan karya ilmiah.

(3) Mahasiswa program profesi, program magister dan program doktor
dinyatakan lulus yudisium apabila telah memenuhi persyaratan:

(a) Telah menyelesaikan seluruh beban SKS pada program studi
dengan IPK minimal 3,00,

(b) Tanpa nilai D dan E,

(c) Semua nilai mata kuliah yang dipersyaratkan program studi
minimal C, dan

(d) Telah memperbanyak dan mendistribusikan karya ilmiah.

(4)  Surat Keputusan dekan/direktur tentang Yudisium minimal memuat:

(a) Nama lengkap,

(b) Nomor Induk Mahasiswa (NIM),

(c) Tempat dan tanggal lahir,

(d) Program studi dan jenjang program,
(e) Jenis kelamin,

(f) Indek prestasi kumulatif (IPK),

(g) Predikat kelulusan,

(h) Lama studi, dan

(i) Status kemahasiswaan
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Predikat kelulusan mahasiswa adalah:
(a) Program Vokasi dan Program Sarjana:

Memuaskan, dengan IPK 2,76 - 3,00.

Sangat Memuaskan, dengan IPK 3,01 - 3,50 atau IPK 3,51 -
4,00, tetapi ada nilai D dan C, lama studi lebih dari 2 tahun
untuk program diploma dua, 3 tahun untuk program diploma
tiga dan 4 tahun untuk program sarjana.

Pujian, dengan IPK 3,51 - 4,00, tidak ada nilai D dan C, lama
studi maksimal 2 tahun untuk program diploma dua, 3 tahun
untuk program diploma tiga dan 4 tahun untuk program
sarjana.

(b) Program Profesi, Program Magister dan Program Doktor:

Memuaskan, dengan IPK 3,00 - 3,50.

Sangat Memuaskan, dengan IPK 3,51 - 3,75 atau IPK 3,76 -
4,00, tetapi ada nilai C, dengan lama studi lebih dari 1 tahun
untuk program profesi, 2 tahun untuk program magister dan
3 tahun untuk program doktor.

Pujian, dengan IPK 3,76 - 4,00, tidak ada nilai C, dengan lama
studi maksimal 1 tahun untuk program profesi, 2 tahun untuk
program magister dan 3 tahun untuk program doktor.

BAB VII
WISUDA

Pasal 43

Wisuda bertujuan untuk pengukuhan gelar vokasi, gelar akademik
dan gelar profesi bagi lulusan jenjang pendikan vokasi, akademik dan
profesi.

Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas.
Wisuda wajib diikuti oleh mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium,
kecuali bila terjadi hal di luar kendali manusia.
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Mahasiswa yang diwisuda, berhak memperoleh:

(a) ljasah bagi lulusan program vokasi dan program akademik.

(b) Transkrip nilai.

(c) Sertifikat profesi bagi lulusan profesi.

(d) Gelar.

(e) Surat Keterangan Pendamping ljasah.

Gelar vokasi terdiri atas:

(a) Ahli Pratama untuk lulusan Diploma Satu,

(b) Ahli Muda untuk lulusan Diploma Dua,

(c) Ahli Madya untuk lulusan Diploma Tiga, dan

(d) Sarjana Terapan untuk Lulusan Diploma Empat.

Gelar akademik terdiri atas:

(a) Sarjana untuk lulusan Program Sarjana,

(b) Magister untuk lulusan Program Magister dan

(c) Doktor untuk lulusan Program Doktor.

Jenis gelar pada jenjang pendidikan akademik, gelar vokasi dan gelar
profesi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VIII
SEMESTER ANTARA

Pasal 44
Pengertian dan Tujuan Semester Antara

Semester antara adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan di
luar kegiatan perkuliahan regular (semester gasal dan semester genap).
Semester antara bertujuan untuk mempersingkat masa studi
mahasiswa.
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Pasal 45
Penyelenggaraan Semester Antara

Semester antara dapat diselenggarakan oleh setiap program studi

sesuai dengan kemampuan sumberdaya dan kebutuhan.

Semester antara diselenggarakan antara semester genap dan semester

gasal

Semester antara diselenggarakan minimal 16 (enam belas) kali tatap

muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Beban belajar mahasiswa pada semester antara paling banyak 9

(sembilan) SKS.

Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester antara adalah:

(a) Mata kuliah yang tidak memiliki bobot kredit praktikum.

(b) Mata kuliah yang memiliki bobot kredit praktikum, dengan syarat
hanya boleh dikontrak oleh mahasiswa yang mengontrak ulang
dan telah lulus praktikum.

Dosen pengasuh mata kuliah semester antara adalah dosen yang

mengajar pada semester regular dan mempunyai kompetensi sesuai

dengan mata kuliah yang diselenggarakan.

Biaya penyelenggaraan perkuliahan semester antara dibebankan

seluruhnya kepada mahasiswa yang besarnya ditetapkan dengan Surat

Keputusan Rektor.

Besarnya biaya setiap peserta pada semester antara disesuaikan

dengan beban SKS yang diambil oleh mahasiswa bersangkutan.

Mahasiswa yang mengikuti semester antara wajib melakukan kontrak

mata kuliah dengan menyusun kartu rencana studi, sesuai dengan

prosedur pada semester regular.

Proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dan ketentuan lainnya

pada semester antara sama dengan ketentuan yang berlaku pada

semester regular.

Mata kuliah, dosen pengasuh, jadwal kuliah dan mahasiswa peserta

dalam semester antara ditetapkan dengan SK Rektor berdasarkan

usulan program studi melalui dekan/direktur.
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BAB IX
MATRIKULASI DAN PRA-UNIVERSITAS

Pasal 46

UNIPA dapat menyelenggarakan program matrikulasi dan program pra
universitas jika diperlukan.

Matrikulasi adalah program pendidikan yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan pemahaman ilmu dasar bagi mahasiswa
baru.

Pra-universitas adalah program pendidikan yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan calon mahasiswa baru agar dapat mencapai
standar penerimaan mahasiswa baru.

Ketentuan-ketentuan tentang program matrikulasi dan/atau program
pra-universitas ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor setelah
mendapat persetujuan Senat Universitas.

BAB X
DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Satu
Dosen

Pasal 47
Tugas dan Wewenang Dosen

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

Selain mengajar, dosen wajib melaksanakan tugas sebagai:

(a) Penasihat akademik mahasiswa,

(b) Pembimbing mahasiswa,
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(c) Pembina kemahasiswaan, dan

(d) Pembina dosen yunior.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mempunyai tanggung jawab dan
wewenang sesuai dengan jabatan fungsional dan strata pendidikannya.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 (satu) dan 2 (dua),
sebagai pegawai negeri sipil, dosen wajib melaksanakan tugas lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen wajib menaati kode etik dosen
yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 48
Dosen Pengasuh Mata kuliah

Dosen pengasuh mata kuliah adalah dosen yang diberikan tugas dan

tanggung jawab untuk melaksanakan perkuliahan.

Dalam rangka melaksakan tugas sebagai dosen pengasuh mata kuliah,

maka dosen wajib:

(a) Merencanakan perkuliahan,

(b) Melaksanakan perkuliahan, dan

(c) Mengevaluasi perkuliahan

Dalam merencanakan perkuliahan, dosen wajib:

(a) Menyusun GBPP dan SAP, sesuai dengan kurikulum program studi,
untuk mata kuliah pada kurikulum berbasis kompetensi.

(b) Menyusun RPS, sesuai dengan kurikulum program studi, untuk
mata kuliah pada kurikulum yang merujuk pada KKNI dan
disesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi.

(c) Menyusun bahan ajar yang disesuaikan dengan materi setiap
mata kuliah.

(d) Menyusuninstrumen penilaian berupa soal ujian, tugas terstruktur
dan materi penilaian lainnya.

IImu untuk kemanusiaan



(4)

(5)

(1)

(2)

Peraturan fkademik Universitas Papua N

@
<

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen:

(a) Menyelenggarakan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik
dan jadwal perkuliahan.

(b) Menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada
mahasiswa (student center learning).

(c) Menyelenggarakan kuliah dan/atau praktikum minimal 75% tatap
muka dari perkuliahan yang direncanakan.

(d) Menyelenggarakan administrasi kelas.

Dalam mengevaluasi perkuliahan, dosen:

(a) Menyelenggarakan ujian, tugas terstruktur dan bentuk penilaian
lainnya.

(b) Mengoreksi dan mengembalikan hasil koreksian ujian, tugas
terstruktur dan bentuk penilaian lainnya.

(c) Mengisi DPNA dan mengentri nilai akhir secara online pada portal
simunipa.unipa.ac.id

(d) Mengumpulkan berkas ujian, tugas terstruktur, bentuk penilaian
lainnya dan DPNA ke program studi, paling lambat satu minggu
setelah pelaksanaannya.

Pasal 49
Dosen Penasihat Akademik

Dosen penasihat akademik atau dosen wali merupakan dosen program

studi yang bertugas dalam membantu mahasiswa perwaliannya dalam:

(a) Menyusun rencana perkuliahan,

(b) Melaksanakan perkuliahan,

(c) Mengevaluasi perkuliahan,

Dalam melaksanakan tugasnya membantu menyusun rencana

perkuliahan, maka dosen penasihat akademik:

(a) Memberikan pertimbangan dan persetujuan mata kuliah yang
dikontrak oleh mahasiswa.
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(b) Mengesahkan KRS yang telah disetujui dan diinput mahasiswa
secara online dalam portal akademik simunipa.unipa.ac.id.

(c) Mengarsip hasil cetak (hard copy) KRS mahasiswa.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu mahasiswa melaksanakan

perkuliahan, maka dosen penasihat akademik:

(a) Memonitor, mengamati dan mengarahkan perkembangan studi
mahasiswa perwaliannya.

(b) Memberikan bimbingan dan nasihat.

(c) Membantu menemukan masalah perhambat perkuliahan
yang dihadapi mahasiswa perwaliannya dan mencari solusi
pemecahannya.

(d) Memfasilitasi mahasiswa ke dosen atau jurusan, apabila
permasalahannya di luar kemampuan dosen penasihat akademik.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu mengevaluasi perkuliahan,

maka dosen penasihat akademik:

(a) Mengarsip KHS Mahasiswa

(b) Menganalisis KHS mahasiswa

(c) Memberikan motivasi, bimbingan dan nasihat.

Pasal 50
Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing adalah dosen yang diberi tugas membantu

mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun karya

ilmiah.

Dalam penyusunan karya ilmiah, maka dosen dan mahasiswa wajib

untuk:

(a) Memahami kode etik ilmiah, khususnya tentang plagiarisme dan
sikap ilmiah

(b) Mengikuti pedoman/panduan penyusunan karya ilmiah pada
masing-masing fakultas.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu mahasiswa merencanakan

penyusunan karya ilmiah, dosen membantu mahasiswa:
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(a) Menetapkan masalah penelitian,

(b) Mencari dan menemukan literatur,

(c) Menyusun usulan penelitian,

(d) Merancang bahan presentasi yang baik dan menarik.

(e) Mendampingi mahasiswa dalam seminar usulan penelitian.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu mahasiswa melaksanakan

penyusunan karya ilmiah, dosen membantu mahasiswa:

(a) Melaksanakan penelitian/kajian sesuai dengan usulan penelitian.

(b) Menemukan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan
penelitian/kajian.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu mahasiswa menyusun karya

ilmiah, dosen membantu mahasiswa:

(a) Menganalisis data hasil penelitian/kajian.

(b) Menginterpretasi hasil analisis data.

(c) Mengoreksi format dan isi karya ilmiah

(d) Mendampingi mahasiswa dalam seminar hasil penelitian.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat 1 (satu), dosen

pembimbing juga bertugas menguji karya ilmiah yang dihasilkan

mahasiswa.

Bagian Dua
Mahasiswa

Pasal 51
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai hak:

(a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab
untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kaidah ilmiah,
termasuk norma susila yang berlaku.

(b) Memperoleh pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya
sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuannya.
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Memanfaatkan prasarana dan sarana dalam rangka kegiatan
akademik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program
studi dan hasil studinya.

Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan
UNIPA berdasarkan peraturan yang berlaku maupun kebijakan
yang ditetapkan oleh Rektor UNIPA.

Pindah ke program studi/fakultas/perguruan tinggi lain sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Memperoleh layanan khusus dalam batas kemampuan UNIPA
bagi mahasiswa penyandang cacat.

Melakukan banding terhadap nilai atau sanksi yang diberikan
kepadanya.

Mahasiswa mempunyai kewajiban:

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNIPA.
Memelihara sarana dan prasarana kampus UNIPA.

Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus UNIPA.
Menjaga kewibawaan dan nama baik UNIPA.

Dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya, mahasiswa wajib menaati
kode etik mahasiswa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 52
Pembatalan Status Mahasiswa

Status kemahasiswaan UNIPA dapat dibatalkan, apabila yang
bersangkutan:

(a)
(b)
(c)

Dinyatakan tidak berhasil dalam evaluasi perkuliahan.

Pindah ke perguruan tinggi lain.

Melanggar peraturan akademik dan peraturan lain yang
berlaku di UNIPA, yang dapat mengakibatkan dicabutnya status
kemahasiswaan
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(d) Terbukti terlibat tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
(2)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diatur
dalam keputusan Rektor atas persetujuan Senat UNIPA.

Bagian Tiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 53

(1)  Setiap tenaga kependidikan berkewajiban:

(a) Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara
dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945,

(b) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta
kewibawaan dan nama baik UNIPA,

(c) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak
menyalahgunakan jabatan,

(d) Mengutamakan kepentingan UNIPA dan masyarakat daripada
kepentingan pribadi dan golongan,

(e) Berdisiplin, peka, teliti, berbudi luhur, rendah hati dan menghargai
pendapat orang lain,

(f) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata
diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung
yang berhubungan secara tidak sah dengan tugas dan tanggung
jawabnya,

(g) Menghormati sesama tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa
serta berusaha mengingatkan teman sejawat untuk tidak
melakukan perbuatan tercela,

(h) Menjaga/memelihara kehormatan dan kewibawaan pribadi,

(i) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan
keamanan UNIPA,
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(j) Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas,

(k) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

(2)  Setiap tenaga kependidikan dilarang melakukan kegiatan yang dapat:

(a) Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan
laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan,
kesenian, pendidikan jasmani dan olahraga,

(b) Menghambat pejabat, pegawai atau petugas universitas dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab,

(c) Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan
pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

(d) Membawa, memperjualbelikan dan mengkonsumsi minuman
keras, narkoba atau psikotropika lainnya yang dapat mengganggu
ketertiban dan keamanan kampus.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 54

Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran
terhadap peraturan, ketentuan dan larangan dari peraturan akademik ini,
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diberikan sanksi.

Pasal 55
Sanksi terhadap Dosen

(1)  Sanksi diberikan kepada dosen apabila melakukan hal-hal sebagai
berikut:
(a) Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai dosen kurang dari
SKS dan ketentuan yang ditetapkan.
(b) Melakukan perubahan nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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(c) Membocorkan soal ujian, baik soal sendiri maupun soal dosen
lain, atau membantu mahasiswa mengerjakan soal ujian.

(d) Membiarkan dan memberi kesempatan untuk mahasiswa
melakukan kecurangan dalam perkuliahan maupun dalam
penyusunan karya ilmiah.

(e) Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau
pihak lain yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan nilai
mahasiswa atau kewajiban dosen lainnya terhadap mahasiswa.

(f) Memperlakukan mahasiswa diluarkepatutan dalam melaksanakan
tugas dan wewenang sebagai dosen.

(g) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

(2)  Sanksi diberikan kepada dosen dalam bentuk hukuman disiplin, antara
lain, teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan gaji, penundaan
kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian sebagai
PNS, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010, tentang disiplin pegawai negeri sipil.

(3)  Sanksiyang diberikan kepada dosen ditetapkan dalam Surat Keputusan
Rektor.

Pasal 56
Sanksi terhadap Mahasiswa

(1)  Sanksi diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan hal-hal sebagai

berikut:

(a) Memalsukan tanda tangan dosen atau pejabat lainnya yang terkait
dengan proses pembelajaran.

(b) Berlaku curang, menerima atau memberi kesempatan kepada
teman untuk menyontek dalam pelaksanaan ujian.

(c) Memberikan sesuatu kepada dosen atau pejabat lainnya yang
berkaitan dengan nilai mahasiswa.

(d) Menghambat jalannya aktivitas perkuliahan dan aktivitas lainnya
seperti mabuk dan berbuat onar sehingga menimbulkan keributan
dan keadaan yang tidak kondusif.
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(e) Melakukan plagiat dalam penyusunan karya ilmiah

Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa antara lain berupa: teguran
lisan, teguran tertulis, pembatalan nilai, skorsing, hingga pembatalan
status mahasiswa.

Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa ditetapkan dalam Surat
Keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pelanggaran
yang dilakukan.

Pasal 57
Sanksi terhadap Tenaga Kependidikan

Sanksi diberikan kepada tenaga kependidikan apabila melakukan hal-

hal sebagai berikut:

(a) Menghambat kegiatan perkuliahan dan kegiatan lainnya seperti
mabuk dan berbuat onar sehingga menimbulkan keributan dan
keadaan yang tidak kondusif.

(b) Melakukan perubahan nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(c) Membocorkansoalujian,atau membantu mahasiswamendapakan
soal ujian secara tidak sah.

(d) Membiarkan dan memberi kesempatan untuk mahasiswa
melakukan kecurangan dalam perkuliahan maupun dalam
penyusunan karya ilmiah.

(e) Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau
pihak lain yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan nilai
mahasiswa atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan lainnya
terhadap mahasiswa.

(f) Memperlakukan mahasiswadiluarkepatutan dalam melaksanakan
tugas dan wewenang sebagai tenaga kependidikan.

Sanksi diberikan kepada tenaga kependidikan dalam bentuk hukuman

disiplin, antara lain, teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan

gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga
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pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin pegawai negeri
sipil.

(3)  Sanksi yang diberikan kepada tenaga kependidikan ditetapkan dalam
Surat Keputusan Rektor.

BAB XlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Akademik ini, maka Peraturan
Akademik yang ada selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini, akan diatur
dalam Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Senat
UNIPA.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Tembusan:

Setjen Kemristekdikti di Jakarta

Ditjen Belmawa Kemristekdikti di Jakarta

Dirjen Kelembagaan Kemristekdikti di Jakarta

Para Wakil Rektor UNIPA di Manokwari

Para Dekan dan Wakil Dekan di UNIPA, di Manokwari

Para Kepala Lembaga/SPI/UPT di UNIPA, di Manokwari

Para Kepala Biro di UNIPA, di Manokwari

Para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan UNIPA, di
Manokwari
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Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
(a) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN),
melalui penelusuran prestasi akademik (nilai rapor SMA semester
11, IV dan V) dan/atau prestasi non akademik.
(b) Ujian Tertulis Nasional berupa Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SBMPTN)

Ayat 3
(a) SESAMA UNIPA, melalui penelusuran prestasi akademik (nilai
rapor SMA semester Ill, IV dan V) dan ujian tertulis, berupa tes
lokal yang diselenggarakan setelah pengumuman SBMPTN.
(b) Seleksi oleh program pascasarjana, berupa:
e Kemampuan akademik, IPK minimal 2,75.
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e Persyaratan administrasi, 2 (dua) surat rekomendasi dari
pembimbing pada program sarjana, pakar (senior scientist)
dan/atau pimpinan.

e Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam
Surat Keputusan Rektor UNIPA.

Ayat 4
Melalui program kerjasama, UNIPA dapat menerima mahasiswa berijasah
diploma yang hendak melanjutkan pendidikan di program sarjana. Calon
mahasiswa tersebut wajib telah bekerja minimal 2 (dua) tahun.

UNIPA membuka kemungkinan calon mahasiswa yang berwirausaha
untuk melanjutkan pendidikan ke program sarjana, apabila memiliki
ijasah program diploma dan jenis usahanya bersesuaian dengan program
studi yang dituju. Sebagai contoh, peternak yang berijasah program
diploma dapat melanjutkan pendidikan di program studi Peternakan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1
Cukup jelas
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Ayat 2

Mempunyai latar belakang pendidikan yang sama, yang dimaksud adalah
jurusan sewaktu SMA/SMK. Sebagai contoh mahasiswa Bahasa dan Sastra
Indonesia dapat pindah ke pendidikan matematika dengan catatan yang
bersangkutan mempunyai latar belakang pendidikan SMA Jurusan IPA.
Namun segala syarat lainnya harus terpenuhi, baik yang tercantum dalam
peraturan akademik ini maupun yang dipersyaratkan program studi yang
dituju.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Alih jenjang pada program vokasi adalah dari:

e  Program diploma satu ke program diploma dua,

e Program diploma dua ke program diploma tiga,

e  Program diploma tiga ke program diploma empat.

Lulusan program vokasi tidak dapat melanjutkan pendidikan di program
sarjana karena merupakan dua program pendidikan yang berbeda, kecuali
telah bekerja minimal 2 (dua) tahun dan mendapat rekomendasi dan
surat tugas belajar/ijin belajar dari instansi yang mempunyai kerjasama
dengan UNIPA.
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Pasal 14

Alih jenjang pada program akademik adalah dari:

Pasal 15

Program sarjana ke program magister,
Program magister ke program doktor.

Kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang merujuk pada KKNI dan
disesuaikan dengan SN DIKTI mulai diberlakukan pada tahun ajaran
2017/2018, kecuali pada beberapa program studi yang telah memulainya
pada tahun ajaran 2016/2017.

Pasal 16
Cukup jelas
Contoh:
No. Kode MK I(Muﬁzah Keterangan
1. | D657101W | Pendidikan | D : Kurikulum Tahun 2016
Agama 6 : Level 6 KKNI (S1)
Islam 57 :Program Studi Pendidikan
Matematika
1 : Diselenggarakan pada semester
satu
01 :Nomor urut mata kuliah pada
semester tersebut
W  : Mata kuliah wajib
2. | D552606P Program A : Kurikulum Tahun 2016
Linier 5 : Level 5 KKNI (D3)
52  :Program Studi Teknik Komputer
6 : Diselenggarakan pada semester
enam
06 : Nomor urut mata kuliah pada
semester tersebut
P : Mata kuliah pilihan
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Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3

Contoh perhitungan Indeks Prestasi dimana seorang mahasiswa
mengontrak lima mata kuliah dengan nilai untuk setiap mata kuliah
sebagai berikut, sehingga diperoleh:

No. | Kode MK Mata Kuliah Bobot Grade Nilai T\lKllsa)l(

SKS Mutu Mutu
1. | D657606P | Program Linier 4 A 4.00 16.00
2. | D657605W | Analisis Riil 3 B+ 3.33 9.99
3. | D657604W | Bhs. Inggris 2 B- 2.67 5.34
4. | D657603W | Bhs. Indonesia 3 C+ 2.33 6.99
5. | D657602W | Kalkulus 3 D 1.00 3.00

15 41.32

Indeks Prestasi (IP) =41.32 /15 =2.76
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Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7

Peraturan flkademik Universitas Papua @ ‘

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

e
2\
@

<

Jika perhitungan menghasilkan masa studi yang tidak bulat, maka
dibulatkan dengan ketentuan: dibulatkan ke bawah apabila desimalnya
lebih kecil dari 0,50 dan dibulatkan ke atas apabila desimalnya lebih besar

atau sama dengan 0,50.

Contoh: 8,25 maka dibulatkan menjadi 8,00, sedangkan 8,51 dibulatkan

menjadi 9,00.
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Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
KPRS tidak dapat dibatalkan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
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Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3

e Ujian dikotomi betul salah merupakan ujian dalam bentuk pilihan
ganda, betul salah, menjodohkan, atau ujian sejenis lainnya. Ujian
dikotomi betul salah hanya mempunyai dua kemungkinan jawaban,
yaitu benar dan salah. Benar bernilai 1 dan salah bernilai nol.

e Ujian politomi betul salah merupakan ujian dalam bentuk essay.
Ujian politomi betul salah mempunyai banyak kemungkinan jawaban,
dengan rentang nilai dari 0 sampai dengan 1.

e Ujian pilihan baik buruk merupakan ujian yang jawabannya tidak
benar atau salah, tetapi satu jawaban lebih baik dari jawaban yang
lain.

Ayat 4

e Kuesioner adalah alat pengumpulan data tidak langsung yang terdiri
dari beberapa pertanyaan/pernyataan tertulis yang diharapkan akan
dijawab/direspon oleh responden.

¢ Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan utama yang dijadikan
pedoman untuk melakukan tanya jawab secara verbal antara
pewawancara dan responden.

e Pedoman observasi daftar aktivitas utama yang dijadikan sebagai
pedoman untuk melakukan pengamatan/observasi.
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Ayat 5

e Instrumen yang valid yaitu instrumen yang mengukur apa yang harus
diukur.

e Instrumen yang reliable yaitu instrumen yang dapat dipercaya.

e Kunci jawaban adalah daftar jawaban dari suatu tes.

e Pedoman penilaian adalah pedoman vyang digunakan untuk
memberikan nilai hasil pekerjaan mahasiswa.

e Rubrik adalah panduan penilaian yang digunakan untuk menilai atau
memberikan tingkatan dari hasil pekerjaan mahasiswa.

Pasal 32

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Contoh penetapan nilai akhir menggunakan pola acuan normal (PAN).

Misalkan nilai rata-rata (1) = 60 dan simpangan baku (o) = 10, maka:
e u+200=60+(2,0x10)=60+20=80
e n+1,70=60+(1,7x10)=60+17=77
e p+1,40=60+(1,4x10)=60+14=74
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e u+100=60+(1,0x10)=60+10=70
e u+0,70=60+(0,7x10)=60+7=67
e u+040=60+(0,4x10)=60+4=64
e W-1,00=60+(1,0%x10)=60-10=50
e u-200=60+(2,0x10)=60-20=40

sehingga diperoleh:

No. Rentang Nilai Akhir Nilai Huruf
1. 0,00 -39,99 E
2. 40,00 - 49,99 D
3. 50,00 - 63,99 C
4, 64,00 — 66,99 C+
5. 67,00 — 69,99 B-
6. 70,00 -73,99 B
7. 74,00 — 76,99 B+
8. 77,00 - 79,99 A-
9. 80,00 - 100,00 A
Ayat 6
Cukup jelas
Ayat 7
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
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Ayat 1
(@)

(b)
(c)
(d)
(e)
()
(8)

Ayat 2
(a)

(b)
(d)
(e)
(f)
(g)

Ayat 3
(a)

(b)
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Pasal 34

Konsultasi usulan penelitian (proposal) selama 4 x 50 menit dan
konsultasi hasil penelitian selama 4 x 50 menit.

Penulisan usulan penelitian selama 8 hari untuk 4 jam per hari.
Penelitian dilaksanakan selama 31 hari untuk 4 jam per hari.
Pengolahan data dilaksanakan selama 10 hari untuk 4 jam per
hari.

Penulisan skripsi dilaksanakan selama 16 hari untuk 4 jam per
hari.

Seminar dilaksanakan selama 90 menit untuk proposal dan 120
menit seminar hasil.

Ujian komprehensif dilaksanakan selama 2 jam.

Konsultasi usulan penelitian (proposal) selama 4 x 50 menit dan
konsultasi hasil penelitian selama 4 x 50 menit.

Penulisan usulan penelitian selama 8 hari untuk 4 jam per hari.
Penelitian dilaksanakan selama 31 hari untuk 4 jam per hari.
Pengolahan data dilaksanakan selama 10 hari untuk 4 jam per
hari.

Penulisan skripsi dilaksanakan selama 16 hari untuk 4 jam per
hari.

Seminar dilaksanakan selama 90 menit untuk proposal dan 120
menit seminar hasil.

Ujian Tesis dilaksanakan selama 2 jam.

Konsultasi usulan penelitian (proposal) selama 4 x 50 menit dan
konsultasi hasil penelitian selama 4 x 50 menit.
Penulisan usulan penelitian selama 8 hari untuk 4 jam per hari.
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Penelitian dilaksanakan selama 31 hari untuk 4 jam per hari.
Pengolahan data dilaksanakan selama 10 hari untuk 4 jam per
hari.

Penulisan skripsi dilaksanakan selama 16 hari untuk 4 jam per
hari.

Seminar dilaksanakan selama 90 menit untuk proposal dan 120
menit seminar hasil.

Ujian komprehensif dilaksanakan selama 2 jam.

Ayat 4
(a) Konsultasi usulan penelitian (proposal) selama 4 x 50 menit dan
konsultasi hasil penelitian selama 4 x 50 menit.
(b) Penulisan usulan penelitian selama 8 hari untuk 4 jam per hari.
(c) Penelitian dilaksanakan selama 31 hari untuk 4 jam per hari.
(d) Pengolahan data dilaksanakan selama 10 hari untuk 4 jam per
hari.
(e) Penulisan skripsi dilaksanakan selama 16 hari untuk 4 jam per
hari.
(f) Seminar dilaksanakan selama 90 menit untuk proposal dan 120
menit seminar hasil.
(g) Ujian komprehensif dilaksanakan selama 2 jam.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
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Ayat 3
Transkrip Nilai yang dipakai adalah transkrip nilai yang hasil cetak dari
SIMUNIPA. Apabila nilai pada SIMUNIPA berbeda dengan nilai pada

program studi, maka ketua program studi perlu berkoordinasi dengan
BPAK.

e S1 maksimal 15 SKS
e D3 maksimal 12 SKS
e D2 maksimal 9 SKS

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Hasil evaluasi keberhasilan studi hanya dua sebagaimana ayat 2 (dua) ini,
tanpa keputusan lain, misalnya ditunda dan sebagainya.
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Keterangan tambahan:
1. Berhasil
2. Berhasil, karena SKS lulus > 48 dan IPK minimal terpenuhi
3. Berhasil, karena IPK terbaik = 2,15.
IPK terbaik adalah IPK dari SKS minimal, yaitu 48 SKS.
IPK = 1,9, sehingga diperoleh nilai mutu total = 1,9 * 56 = 106,4
SKS lulus adalah 44, sehingga ditambah 4 SKS nilai D atau dihilangkan
5 SKS E dan 3 SKS D, diperoleh:
IPK terbaik = (Nilai mutu total — nilai mutu SKS yang tidak
diperhitungkan) / SKS minimal
=103,4/48
=2,15.
4. Tidak berhasil.
5. Tidak berhasil, IPK minimal dan SKS minimal tidak terpenubhi.
6. Tidak berhasil, SKS minimal tidak terpenuhi.

Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
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Ayat 4
Surat Keterangan Pendamping ljasah atau Diploma Supplement adalah
surat pernyataan resmiyang dikeluarkan perguruan tinggi, berisiinformasi
tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan
tinggi bergelar.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas
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Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas
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